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PENGUMUMAN  

Nomor 11/PENG/PIM/RH.01.02/12/2021 

 

TENTANG 

 

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI 

CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI  

PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2021/2022 

Setelah melakukan penelitian/verifikasi terhadap berkas administrasi, dengan ini Komisi 

Yudisial Republik Indonesia mengumumkan nama-nama calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi 

pada Mahkamah Agung RI yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut: 

 

No Nama  Jabatan  

1.  H. Abdul Jalil, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 

2.  Dr. Abdur Razak, SH., MH. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Tinggi Jayapura 

3.  Dr. H. Adly S.H., M.H Pengacara pada Kantor Pengacara ATR dan Rekan 

4.  Afzal Mohamad, S.H. Pengacara pada Law Office Afzal Mohamad S.H., and 
Associates, Attorneys and Counselors at Law 

5.  Dr. Agustinus Purnomo Hadi S.H., 
M.H 

Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Tinggi Makassar 

6.  H. Amir Aswan S.H., M.H. Mantan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Negeri Jambi 

7.  Andreas Lumme S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya 
Makassar 

8.  Dr. Ansori, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bondowoso 

9.  Anuar Sakti Siregar, S.H., M.H. Mantan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Negeri Palangkaraya 

10.  H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H. Mantan Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri 
Palembang 

11.  Armyn Rustam Effendy, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang 

12.  Dr. Ary Achiyat, S.H., M.H. Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan 
Hukum 

13.  Dr. Bachrul Amiq, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo 
Surabaya 

14.  Banelaus Naipospos, S.H.,M.H. Mantan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Negeri Gorontalo 

15.  Dr. Burhanudin, S.H, M.Hum. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta 

16.  Dicky Risman, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 

17.  Dr. Eddie Kusuma, S.H., M.H. Pengacara pada Kantor Pengacara Eddie Kusuma & 
Associates 

18.  Elisya Florence, S.H., M.H. Mantan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Negeri Padang 

19.  Encang Hermawan, S.H. Mantan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Negeri Yogyakarta  

20.  Dr. Fauziah Lubis, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum dan Syariah UIN Sumatera 
Utara Medan 

21.  Florentia Switi Andari, SH., MH Mantan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Tinggi Yogyakarta 
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22.  Fredrik Jacob Pinakunary, S.H., 
S.E. 

Pengacara pada Kantor Pengacara Fredrik Jacob 
Pinakunary Law Office 

23.  Gatut Sulistyo, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Tinggi Palangka Raya 

24.  Hadi Sutjipto SH.MH Pengacara pada Law Firm Yustitia 

25.  Heppy Wajongkere S H Pengacara pada Firma Hukum Heppy Wajongkere 
and Partners 

26.  Dr. Ihat Subihat S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Tinggi Bandung 

27.  John Dista S.H., M.H Pengacara pada Kantor Advokat John Dista S.H., 

M.H. dan Rekan 

28.  Kamari S.H Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Sulawesi 
Tenggara 

29.  Dr. M. Adnan Madjid S.H., M.Hum. Dosen Universitas Pertahanan  

30.  M. Fatan Riyadhi, S.H., M.H. Pengacara pada Kantor Pengacara MF Riyadhi S.H., 
M.H. dan Rekan 

31.  Margono, S.H., MH Hakim Ad Hoc  Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Negeri Semarang 

32.  Dr. Mochammad Agus Salim S.H., 
M.H. 

Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

33.  Dr. Moh Puguh Haryogi S.H., Sp.N, 
M.H. 

Mantan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Tinggi Denpasar 

34.  Muhammad Suhri Burhan, S.H., 
M.H 

Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada 
Pengadilan Negeri Palangkaraya 

35.  Octondi Libranes, S.H., M.H. Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan 
Hukum Octondi Libranes, S.H., M.H. dan Rekan 

36.  Paris Edward Nadeak, S.H, M.H. Pengacara Pada Kantor Hukum NATS dan Partners 

37.  Parmonangan Siregar, S.H.,M.H. Pengacara pada Firma Hukum Victory True  

38.  Dr. Petrus Paulus Maturbongs, 
S.H., M.H. 

Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Tinggi Jayapura 

39.  Dr. Rahmadsyah, S.H., M.M., M.H. Pengacara pada Kantor Hukum Dr. Rahmadsyah, 
S.H., M.M., M.H.  

40.  Rangkilemba Lakukua S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung 

41.  Dr. Hj. Reny Halida Ilham Malik, 
S.H., MH. 

Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Tinggi Jakarta  

42.  Dr. Robert Pasaribu, SH., M.H. Analis Hukum pada Badan Riset dan Inovasi 
Nasional (BRIN) 

43.  Rodjai S. Irawan, S.H., M.M. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Tinggi Mataram 

44.  Ukar Priyambodo, S.H., M.H. Mantan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Negeri Palangkaraya 

45.  Dr. Ummi Maskanah, S.H., M.Hum. Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan 
Bandung 

46.  Zaleka HG, S.H., M.H. Mantan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Negeri Padang 

 

 

1. Calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi yang namanya tercantum di atas berhak mengikuti 
Seleksi Kualitas yang akan dilaksanakan pada tanggal  10 s.d. 12 Januari 2022 bertempat di 
BALITBANGDIKLATKUMDIL MA RI Jalan Cikopo Selatan, Gadog, Megamendung, Sukamaju, Kec. 
Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; 

2. Materi Seleksi Kualitas meliputi: 

a. Menulis makalah di tempat dengan judul ditentukan Komisi Yudisial 

b. Studi Kasus Hukum 

c. Studi Kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) 

d. Tes Objektif 
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Peserta diperbolehkan membuka Peraturan Perundang-undangan dan referensi lainnya saat 

mengerjakan materi makalah di tempat, studi kasus hukum, dan studi kasus Kode Etik dan 

Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) kecuali saat mengerjakan tes objektif. 

3. Keputusan kelulusan seleksi administrasi calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi ini tidak 
dapat diganggu gugat. 

4. Calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi yang lulus seleksi administrasi tetapi tidak mengikuti 
seleksi kualitas dinyatakan gugur. 

5. Panitia hanya menyediakan akomodasi dan konsumsi selama pelaksanaan Seleksi Kualitas di 
BALITBANGDIKLATKUMDIL MA RI. 

6. Biaya transportasi dari dan ke BALITBANGDIKLATKUMDIL MA RI ditanggung oleh peserta. 

7. Peserta wajib membawa hasil tes Antigen dengan hasil negatif, maksimal 1 x 24 jam sebelum 
kedatangan di BALITBANGDIKLATKUMDIL MA RI. 

8. Selama pelaksanaan Seleksi Kualitas, peserta wajib menjalankan protokol kesehatan yang ketat 
dan menyiapkan alat tulis serta kebutuhan pribadi secara mandiri. 

9. Peserta seleksi diminta mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu 
keberhasilan/kelulusan dalam proses seleksi. 

 

MOHON INFORMASI MASYARAKAT 

Masyarakat dengan identitas yang jelas diharapkan dapat memberikan informasi atau pendapat secara 

tertulis tentang rekam jejak (integritas, kapasitas, perilaku dan karakter) calon hakim ad hoc di 

Mahkamah Agung RI di atas. Informasi atau pendapat tertulis hendaknya sudah diterima Tim Seleksi 

Calon Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung RI Republik Indonesia paling lambat tanggal 28 Januari 2022, 

di alamat e-mail: rekrutmen@komisiyudisial.go.id  atau alamat: 

Komisi Yudisial Republik Indonesia (Tim Sekretariat Seleksi Calon Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung RI)  

Jalan Kramat Raya Nomor 57, Jakarta Pusat (10450) 

Telp: (021) 3905876-77 / 31903661 Fax: (021) 31903661  

 

 

 

Ditetapkan di : J a k a r t a 

Pada Tanggal : 29 Desember 2021 

KETUA, 

 

 

 

 

 MUKTI FAJAR NUR DEWATA 
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